Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa

Vol. 10, No. 01, April 2025

E-ISSN: 2745-7621/ P-ISSN: 2528-0244
https//journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb

Islamisasi Konsep Pajak Menurut Syed M. Naquib Al-Attas

Niken Baramurti Evieta Enggar Sandy?, Sarina Junita?, Helmi Syaifuddin3
123 Program Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Article Info ABSTRACT
Article history: This study discusses the concept of tax Islamization according to Syed M.
Received  : 21/12/2024 Nagquib Al-Attas, where Al-Attas argues that tax Islamization aims to reform
Revised  :24/03/2025 the taxation system to comply with sharia principles, which emphasize justice,
Accepted  : 26/03/2025 social responsibility, and economic sustainability. Within the framework of
Islamization, tax is not only seen as a fiscal instrument, but also as a spiritual
Keywords: and social means to achieve community welfare. Al-Attas proposes the
Islamisasi; Naquib Al-Attas; Pajak; integration of zakat as the main mechanism in replacing the conventional tax
Zakat system, by highlighting the importance of Islamic ethical values, such as tauhid,

amanah, and ihsan, in tax management. This study uses a qualitative method
with a literature study approach. The results of this study indicate that the
concept of tax according to al-Attas must be integrated with Islamic principles,
because there are secular elements in the existing tax concept, so that tax can be
a tool to achieve justice and community welfare.

DOLI: ABSTRAK
10.37366/jespb.v10i01.2121

Penelitian ini membahas konsep islamisasi pajak menurut Syed M. Naquib Al-
Attas, dimana Al-Attas berpendapat bahwa islamisasi pajak bertujuan untuk
mereformasi sistem perpajakan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,
yang menekankan keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan ekonomi.
Dalam kerangka islamisasi, pajak tidak hanya dipandang sebagai instrumen
fiskal, tetapi juga sebagai sarana spiritual dan sosial untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat. Al-Attas mengusulkan integrasi zakat sebagai
mekanisme utama dalam menggantikan sistem pajak konvensional, dengan
menyoroti pentingnya nilai-nilai etis Islam, seperti tauhid, amanah, dan ihsan,
dalam pengelolaan pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan studi Pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep
pajak menurut al-Attas harus diintegrasikan dengan prinsip Islam, karena
terdapat elemen-elemen sekuler dalam konsep pajak yang sudah ada, agar pajak
dapat menjadi alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan umat.
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1. PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara sebagai sumber utama pendapatan
pemerintah untuk mendanai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, layanan
pendidikan, dan sektor kesehatan. Dalam hal ini, pajak tidak hanya sekadar kewajiban finansial, melainkan
juga bentuk kontribusi masyarakat dalam mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Sistem
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penerimaan pajak yang efektif dan berkeadilan dapat menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan dan terciptanya stabilitas sosial (Selvira Aryani et al., 2024).

Selain itu, pajak memiliki fungsi penting sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang berkontribusi
dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melalui penerapan
sistem pajak progresif, pemerintah dapat menarik lebih banyak kontribusi dari individu atau kelompok
dengan kemampuan ekonomi lebih besar dan mengalokasikan dana tersebut untuk mendukung program-
program sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Faruq et al,,
2024).

Dalam konteks ekonomi, pajak juga memiliki peran penting untuk mencapai suatu keadilan dalam
distribusi pendapatan dan kekayaan. Sistem pajak progresif dapat berkontribusi dalam mengurangi
kesenjangan ekonomi dengan mendistribusikan sebagian kekayaan dari individu berpendapatan tinggi
kepada mereka yang berpendapatan rendah (Vientiany et al., 2024).

Sistem perpajakan di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memasukkan nilai-nilai Islam ke
dalam pelaksanaannya. Dalam pandangan Islam, pajak seharusnya berlandaskan prinsip-prinsip seperti
keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Namun, sebagian masyarakat masih memandang pajak
sebagai beban atau bentuk pemerasan, yang dinilai bertentangan dengan konsep keadilan sosial
sebagaimana diajarkan dalam Islam (Nuraga, 2024).

Syed Naquib Al-Attas adalah seorang cendekiawan terkemuka yang berkontribusi pada upaya
islamisasi ilmu pengetahuan dengan menekankan pentingnya memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam
berbagai bidang keilmuan, termasuk ekonomi. Ia menyoroti bahwa sistem perpajakan seharusnya
berlandaskan prinsip moral dan etika Islam untuk mencapai keadilan sosial. Dalam pandangannya,
kebijakan fiskal tidak hanya perlu difokuskan pada pengumpulan pendapatan, tetapi juga harus dirancang
untuk mendukung redistribusi kekayaan secara adil. Pendekatan ini sangat relevan dalam menciptakan
sistem perpajakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan nilai-
nilai Islam (Dwi Septiani, 2023). Oleh karena itu, pemikiran Syed Naquib Al-Attas dapat dijadikan acuan
dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.
Pendekatan ini memungkinkan sistem perpajakan untuk tidak hanya menjadi alat pengumpulan dana,
tetapi juga berfungsi sebagai sarana menciptakan keadilan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Biografi Syed M. Naquib Al-Attas

Prof. DR. Syed Muhammad Naquib Al-Attas, dilahirkan di Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 5
September 1931. Beliau merupakan adik kandung dari Prof. DR. Hussein Al-Attas, seorang ilmuwan dan
pakar sosiologi di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Ayahnya bernama Syed Ali bin Abdullah Al-Attas,
sedang ibunya bernama Syarifah Raguan Al-Idrus, keturunan kerabat raja-raja Sunda Sukapura, Jawa
Barat. Ayahnya berasal dari Tanah Arab (keturunan Hadrami - Arab Hadramaut, Yaman) yang silsilahnya
merupakan keturunan ulama dan ahli tasawuf yang terkenal dari kalangan sayyid.

Pada tahun 1936-1941, beliau belajar di Ngee Neng English Premary Schoool di Johor Baru. Pada
zaman Penjajahan Jepang, beliau kembali ke Jawa Barat dan menetap disana selama 4 tahun. Al-Attas
belajar agama dan bahasa Arab Di Madrasah Al-Urwatul Wutsqa di Sukabumi, Jawa Barat Pada tahun
1942-1945. Tahun 1946 Al-Attas kembali lagi ke Johor Baru dan tinggal bersama saudara ayahnya Engku
Abdul Aziz (menteri besar Johor waktu itu), lalu dengan Datuk Onn yang kemudian juga menjadi Menteri
Besar Johor. Pada tahun 1946, Al-Attas melanjutkan pelajaran di Bukit Zahrah School dan seterusnya di
English College Johor Baru tahun 1946-1949. Kemudian, beliau mengikuti angkatan tentara (1952-1955)
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sehingga pangkat Letnan. Namun, karena kurang berminat, akhirnya beliau keluar dari tentara dan
melanjutkan kuliah di University Malaya tahun 1957-1959, kemudian melanjutkan pelajarannya di Mc Gill
University, Montreal, Kanada, dan mendapat gelar M. A. Tidak lama kemudian, beliau melanjutkan lagi
pada program pascasarjana di University of London tahun 1963-1964 hingga mendapat gelar Ph.D.
Apabila ditelaah dengan cermat, selain dari pada konsep Islamisasi Ilmu, format pemikiran
pendidikan yang ditawarkan oleh Al-Attas, tampak jelas bahwa Al-Attas berusaha menampilkan wajah
pendidikan Islam sebagai suatu sistem pendidikan terpadu. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan
pendidikan yang dirumuskannya, yakni pendidikan dalam Islam harus mewujudkan manusia yang baik
dan universal (Al-Insan Al-Kamil). Insan kamil yang dimaksudkan adalah manusia yang seimbang,
memiliki keterpaduan dua dimensi kepribadian, dimensi isoterik atau hubungan vertical antara manusia
dan Tuhannya, serta dimensi eksoterik atau hubungan dialektikal horizontal antara manusia dan
sesamanya dengan membawa misi keselamatan bagi lingkungan sosial dan alamnya. Selanjutnya adalah
manusia yang seimbang dalam kualitas fikir, dzikir, dan amalnya (Nasution & Syahbudin, 2021).

2.2 Konsep Islamisasi Ilmu menurut Syed Naquib Al-Attas

Syed Naquib Al-Attas mendefinisikan Islamisasi ilmu sebagai proses pembebasan ilmu pengetahuan
dari pengaruh sekuler dan ideologi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tujuan utamanya adalah
mengembalikan ilmu kepada fitrah Islamnya, sehingga ilmu dapat berfungsi tidak hanya sebagai sarana
praktis, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat keimanan dan ketaqwaan individu Muslim. Dalam
pandangan Al-Attas, ilmu tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam
ajaran Islam. Pendekatan ini menekankan bahwa pengetahuan yang selaras dengan ajaran Islam dapat
berkontribusi pada kemajuan umat manusia secara keseluruhan, dengan tetap menjaga integritas spiritual
dan moral (Abrori & Nurkholis, 2019).

Al-Attas juga menekankan bahwa Islamisasi ilmu bertujuan untuk menghapus pemisahan antara ilmu
agama dan ilmu umum, serta menciptakan kesatuan pengetahuan yang mencerminkan integrasi antara
wahyu dan akal. Dalam pandangannya, ilmu tidak bisa dipandang secara terpisah, melainkan harus dilihat
dalam kesatuan yang menyatukan dimensi spiritual dan rasional. Proses ini diharapkan dapat melahirkan
individu yang tidak hanya unggul dalam bidang intelektual, tetapi juga memiliki karakter moral yang
kokoh. Dengan demikian, Islamisasi ilmu berusaha menciptakan keselarasan antara pengetahuan praktis
dan nilai-nilai etika Islam, sehingga menghasilkan individu yang memiliki integritas tinggi dalam
kehidupan sosial dan professional (Novayani, 2017).

Proses Islamisasi ilmu menurut Al-Attas melibatkan dua langkah utama: pertama, pengisoliran unsur-
unsur sekuler, yang berarti mengidentifikasi dan menghapus elemen-elemen dalam sistem pengetahuan
yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ini termasuk dekonstruksi terhadap konsep-konsep yang berasal
dari pemikiran Barat yang sekularistik, seperti pandangan dunia yang memisahkan agama dan kehidupan
sehari-hari, serta mengevaluasi kembali tujuan dan metode dalam berbagai disiplin ilmu. Kedua, adalah
integrasi unsur-unsur Islam, yang bertujuan untuk memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam setiap aspek
pengetahuan, baik dalam teori maupun praktik, sehingga ilmu pengetahuan tersebut menjadi selaras
dengan prinsip-prinsip moral dan spiritual Islam. Dengan pendekatan ini, Al-Attas berharap ilmu
pengetahuan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketagwaan umat Islam
(Muttagien, 2019).

Setelah tahap pengisoliran unsur-unsur sekuler, langkah berikutnya dalam proses Islamisasi ilmu
menurut Al-Attas adalah integrasi unsur-unsur Islam ke dalam sistem pengetahuan. Proses ini melibatkan
penerapan prinsip-prinsip tauhid, yaitu konsep keesaan Tuhan, dalam setiap aspek penelitian dan
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pendidikan. Dengan demikian, setiap disiplin ilmu dapat dipahami dan diterapkan dalam kerangka nilai-
nilai Islam yang mencakup moralitas, etika, dan tujuan hidup yang lebih tinggi, yaitu mencari keridhaan
Allah. Melalui pendekatan ini, Al-Attas berusaha menciptakan sistem pengetahuan yang holistik dan
integral, di mana semua aspek kehidupan manusia terhubung dengan tujuan spiritual yang lebih tinggi,
sehingga ilmu pengetahuan tidak hanya berfungsi secara praktis, tetapi juga sebagai sarana untuk
mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (Muhibuddin, 2022).

2.3 Pajak dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, istilah pajak muncul dengan beberapa istilah yang berbeda dalam penyebutannya. Yang

paling terkenal adalah istilah dharibah. Dharibah berasal dari Bahasa arab, dari kata k@ o s , @i oa yang
berarti mewajibkan, menentukan, menetapkan, menerangkan, memukul, membebankan, dan lain-lain
(Munawwir, 2002). Sedangkan menurut istilah, dharibah memiliki arti kewajiban pemungutan harta oleh
pemerintah atau Negara (Hakim, 2021).

Selain daripada dharibah, istilah lain dalam penyebutan pajak dalam Islam adalah jizyah dan kharaj.
Jizyah dan kharaj merupakan bentuk-bentuk pajak yang telah diterapkan pada masa pemerintahan Islam
zaman dahulu, baik semasa pemerintahan Rasulullah SAW ataupun masa pemerintahan khulafaurrasyidin
dan seterusnya. Adapun dari ketiga istilah tersebut, baik dharibah, jizyah, maupun kharaj semuanya
memiliki persamaan dan perbedaan, yang secara umum merujuk pada pemungutan pajak. Ada beberapa
ulama yang memiliki definisinya sendiri terhadap konsep pajak, salah satunya adalah Yusuf Qardhawi.
Definisi pajak yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi yakni kewajiban yang dibebankan kepada wajib
pajak dan dibayarkan kepada Negara, dimana pendapatan dari pembayaran pajak tersebut digunakan
untuk mendanai kebutuhan Negara, dalam bidang ekonomi, social, maupun politik (Ahmad, 2023).

Menurut pandangan Islam, pajak adalah satu dari beberapa bentuk muamalah dalam bidang ekonomi.
Jika zakat, infaq, dan sedekah yang merupakan sumber-sumber pendapatan Negara belum mampu
memenuhi kebutuhan Negara, maka pemimpin Negara dapat mengeluarkan ketetapan bahwa pajak
berfungsi sebagai instrument tambahan untuk pendapatan dan juga untuk menambal kekurangan atau
kekosongan kas Negara (Fitria & Supriyono, 2019).

Adapun berdasarkan prinsip-prinsip syariah, konsep pajak atau dharibah memiliki fondasi filosofis
yang kuat. Pajak dalam pandangan Islam adalah kewajiban Masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam
pembiayaan Pembangunan serta penyelenggaraan Negara demi kemaslahatan Masyarakat itu sendiri.
Namun, dalam penerapannya, pajak juga harus berprinsip adil, transparan, dan akuntabel (Mulyana et al.,
2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan secondary research.
Penelitian kualitatif sifatnya lebih deskriptif, dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau
gambar, tanpa fokus pada penelitian yang berbasis angka. Sumber Pustaka yang digunakan dalam
penelitian ini adalah artikel penelitian sebelumnya dengan isi dan pembahasan yang sama. Penelitian
kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka ini kemudian menganalisis berbagai penelitian sebelumnya
yang berhubungan dengan materi yang dibahas pada penelitian ini. Penelitian ini memanfaatkan data
yang berasal dari sumber sekunder, yaitu artikel, prosiding, konferensi, berita, dan situs web resmi yang
mempunyai kata kunci atau hubungan dengan topik penelitian (Abubakar, 2021). Pada penelitian ini, data
yang dikumpulkan dan digunakan berupa artikel dan penelitian terdahulu yang membahas tentang
Islamisasi ilmu terhadap konsep pajak dan pandangan Syed M. Naquib Al-Attas tentang hal tersebut.
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Selain itu, sumber lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel-artikel dan buku yang disusun
oleh Syed M. Naquib Al-Attas dan pandangannya terhadap konsep islamisasi ilmu pengetahuan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gagasan Syed M. Naquib Al-Attas tentang Pajak

Syed Muhammad Naquib al-Attas menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem
perpajakan. Menurutnya, pajak tidak hanya dilihat sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai bagian
dari kebijakan fiskal yang harus mencerminkan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Al-Attas
berpendapat bahwa pajak harus dipungut secara proporsional, sesuai dengan kemampuan ekonomi
masing-masing individu atau kelompok, serupa dengan prinsip zakat yang mengharuskan orang yang
mampu untuk menyumbangkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan (Daryanti et al., 2024).

Dalam pandangan Al-Attas, tujuan pajak dalam Islam adalah untuk mendukung kesejahteraan umum
dan keadilan sosial. Pajak yang dipungut harus digunakan untuk membiayai layanan publik yang esensial
dan program-program yang memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Ini termasuk sektor-sektor vital
seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Dengan cara ini, pajak tidak hanya dilihat
sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar, yaitu
kesejahteraan bersama dan distribusi kekayaan yang adil.(Fatarib & Rizmaharani, 2018) Ia juga
menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam sistem perpajakan agar dapat diterima
masyarakat dan menghindari ketidakpuasan (Daryanti et al., 2024). Untuk mencapai prinsip-prinsip Islam
dalam sistem perpajakan, beberapa komponen harus diubah:

a. Keadilan distribusi pajak: Sistem pajak harus membagi beban pajak secara adil, berdasarkan

kemampuan ekonomi setiap individu. Pajak harus proporsional, memastikan bahwa kontribusi
setiap orang sesuai dengan kemampuan finansial mereka (Daryanti et al., 2024).

b. Penggunaan pajak untuk kemaslahatan umum: Pajak yang dipungut harus digunakan untuk
kepentingan umum, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Ini sesuai dengan
prinsip bahwa pajak bertujuan untuk mencapai kemaslahatan sosial, bukan sekadar sebagai
sumber pendapatan negara.

c. Pajak sebagai kewajiban temporer: Pajak seharusnya diterapkan hanya dalam kondisi tertentu,
seperti saat Baitul Mal kekurangan dana. Ketika keadaan keuangan negara membaik, kewajiban
pajak bisa dihapuskan, berbeda dengan zakat yang sifatnya tetap (Fatarib & Rizmaharani, 2018).

d. Transparansi dan akuntabilitas: Pemerintah harus memastikan pengelolaan pajak dilakukan
dengan transparansi dan akuntabilitas untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap
sistem perpajakan (Zulkhairi, 2023).

e. Keadilan dalam penegakan hukum pajak: Penegakan hukum pajak harus dilakukan secara adil
tanpa diskriminasi, memastikan bahwa semua wajib pajak diperlakukan setara di mata hukum
(Fatarib & Rizmaharani, 2018).

Dengan mengadopsi perubahan-perubahan ini sistem perpajakan dapat lebih selaras dengan prinsip-
prinsip Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan Bersama.

4.2 Solusi yang Ditawarkan dalam Perspektif Syed M. Naquib Al-Attas

Syed Muhammad Naquib al-Attas menawarkan pendekatan alternatif terhadap konsep pajak dengan
menekankan prinsip-prinsip Islam, khususnya melalui konsep ta'dib dan adab dalam pendidikan. Berikut
adalah poin-poin utama yang relevan dengan gagasan penggantian pajak:
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a. Integrasi ilmu dan moral: Al-Attas menggarisbawahi pentingnya menyatukan ilmu pengetahuan
dengan nilai moral dan spiritual. Melalui konsep ta'dib, ia bertujuan mendidik individu agar
memiliki pengetahuan sekaligus kesadaran moral yang kuat untuk menggunakannya demi
kemaslahatan Masyarakat (Alam, 2024).

b. Pendidikan berbasis adab: Menurut al-Attas, pendidikan harus menitikberatkan pada
pengembangan adab, yaitu sikap dan perilaku yang mulia. Dengan membentuk karakter yang
baik, ia meyakini individu akan lebih bertanggung jawab dalam tindakan ekonomi, terutama
terkait keadilan sosial dan distribusi kekayaan (Saragih et al., 2023).

c. Alternatif zakat: Al-Attas mengusulkan penggantian sistem pajak konvensional dengan sistem
zakat yang sejalan dengan prinsip Islam. Zakat tidak hanya menjadi kewajiban keagamaan, tetapi
juga alat untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan, sehingga mampu mengurangi
ketergantungan pada pajak (Rahimi, 2024).

Syed Muhammad Naquib al-Attas, melalui konsep ta'dib dan adab, mengusulkan solusi alternatif
untuk menggantikan sistem pajak dengan pendekatan yang lebih selaras dengan nilai-nilai Islam.
Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pembentukan moral dan
karakter individu dalam masyarakat. Dengan cara ini, gagasannya memberikan sumbangan penting bagi
pengembangan paradigma pendidikan dan ekonomi dalam Islam modern.

4.3 Implementasi Konsep Pajak Islami

Penerapan prinsip-prinsip Islam dalam sistem perpajakan terlihat dalam beberapa contoh nyata yang
mencerminkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Salah satu contohnya adalah penerapan jizyah, yaitu
pajak yang dikenakan kepada non-Muslim sebagai imbalan atas perlindungan dan jaminan keamanan
mereka dalam negara Islam. Contoh lainnya adalah kharaj, pajak yang dikenakan atas tanah yang dimiliki
oleh non-Muslim sebagai sumber pendapatan negara, terutama ketika tanah tersebut berada di wilayah
yang dikuasai oleh umat Islam. Kedua jenis pajak ini menunjukkan bagaimana sistem perpajakan dalam
Islam bertujuan untuk memastikan keadilan sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat secara
keseluruhan (Lestari, 2015). Hal ini menunjukkan bahwasanya pajak dalam perspektif Islam memiliki
tujuan untuk menjaga keseimbangan social dan ekonomi.

Di era modern, beberapa negara Muslim berupaya mengadaptasi konsep perpajakan yang sesuai
dengan prinsip-prinsip Islam, seperti integrasi zakat dengan pajak. Di Indonesia, sistem perpajakan mulai
mencoba memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan fiskal, misalnya melalui sinergi antara zakat
dan pajak untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa selain sebagai
sumber pendapatan negara, pajak juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, layanan
kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, sejalan dengan tujuan keadilan dan kemaslahatan sosial
dalam Islam (Daryanti et al., 2024).

Prinsip keadilan dalam distribusi pajak diwujudkan dengan memastikan pajak dipungut secara
proporsional sesuai dengan kemampuan finansial individu. Yusuf Qardhawi juga menegaskan bahwa
beban pajak harus disesuaikan dengan kapasitas ekonomi wajib pajak, sehingga mereka yang memiliki
kemampuan lebih besar memberikan kontribusi lebih besar. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan
keadilan dalam sistem perpajakan tetapi juga sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan tanggung
jawab sosial dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan (Surahman & Ilahi, 2017). Penerapan prinsip-
prinsip Islam dalam perpajakan bertujuan untuk membangun sistem yang berlandaskan keadilan dan
transparansi.
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Dalam mengimplementasikan konsep pajak Islami di Masyarakat modern, tentunya aka ada tantangan

dan peluang yang akan dihadapi. Adapun tantangan dalam implementasi konsep pajak Islami ini adalah:

a.

Kurangnya pemahaman Masyarakat: Banyak masyarakat belum memahami konsep pajak Islami
dan bagaimana ia berbeda dari sistem perpajakan konvensional. Ketidaktahuan ini menyebabkan
keraguan dalam memenuhi kewajiban pajak, terutama dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip
Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umum. Hal ini menunjukkan
pentingnya edukasi pajak yang berbasis nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kepatuhan
Masyarakat (Lestari, 2015).

Tidak adanya kejelasan fatwa: Hingga kini, belum ada fatwa resmi dari Majelis Ulama Indonesia
(MUI) yang secara jelas menyatakan bahwa pajak itu halal. Hal ini menciptakan keraguan di
kalangan umat Islam terkait kewajiban membayar pajak, terutama karena konsep pajak sering kali
dianggap belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip zakat dalam Islam. Ketidakpastian ini
menunjukkan perlunya klarifikasi hukum dan edukasi yang lebih mendalam agar masyarakat
Muslim dapat memahami pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang sejalan dengan
ajaran Islam.

Infrastruktur dan teknologi: Keterbatasan infrastruktur dan teknologi menjadi salah satu
tantangan utama dalam penerapan sistem perpajakan berbasis syariah. Banyak daerah, terutama
di daerah terpencil, yang belum memiliki akses yang memadai untuk mendukung sistem
perpajakan yang efisien dan transparan. Tanpa teknologi yang memadai, seperti sistem
pembayaran pajak digital atau database yang dapat memudahkan pelaporan dan pengawasan,
pengumpulan pajak akan terhambat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem perpajakan yang
berbasis syariah, perlu adanya upaya untuk meningkatkan infrastruktur dan teknologi di seluruh
wilayah, serta edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya sistem perpajakan yang sesuai
dengan prinsip-prinsip Islam.

Sistem perpajakan konvensional: Sistem perpajakan yang ada saat ini umumnya bersifat
konvensional dan sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai syariah, yang membuatnya sulit
untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam praktik perpajakan sehari-hari. Perpajakan
konvensional cenderung fokus pada pengumpulan pendapatan tanpa mempertimbangkan
keadilan sosial dan redistribusi kekayaan, yang merupakan prinsip dasar dalam sistem ekonomi
Islam. Selain itu, ketidakpastian mengenai status hukum pajak menurut syariah juga menambah
kesulitan dalam penerapan sistem yang sejalan dengan ajaran Islam. Agar prinsip-prinsip syariah
dapat diintegrasikan, perlu ada perubahan pada kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap
nilai-nilai Islam, serta upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban
pajak dalam konteks agama (Lestari, 2015).

Sedangkan peluang dalam implementasi pajak Islami, antara lain:

a.

Kesadaran Masyarakat terhadap keadilan social: Ada peningkatan kesadaran di kalangan
masyarakat tentang pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan, yang sejalan dengan
prinsip-prinsip pajak Islami. Masyarakat semakin memahami bahwa pajak bukan hanya sebagai
kewajiban finansial, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan bersama dan
mengurangi ketimpangan ekonomi. Prinsip-prinsip pajak Islami menekankan redistribusi
kekayaan, di mana individu yang lebih mampu berkontribusi lebih banyak untuk membiayai
kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini
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sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan tanggung jawab sosial dan keadilan dalam
distribusi sumber daya.

b. Dukungan teknologi digital: Penggunaan teknologi digital dalam administrasi perpajakan dapat
meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta memudahkan masyarakat dalam memenuhi
kewajiban pajaknya. Sistem digital memungkinkan proses pendaftaran, pelaporan, dan
pembayaran pajak dilakukan secara online, yang mengurangi birokrasi dan mempercepat proses.
Selain itu, teknologi dapat menyediakan data yang lebih akurat dan real-time, sehingga
meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi potensi kebocoran atau penyalahgunaan dana pajak.
Penerapan teknologi digital juga memungkinkan pengawasan yang lebih baik, yang dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Implementasi teknologi ini
sejalan dengan upaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih modern, adil, dan
transparan (Nasar, 2024).

c. Fatwa kontemporer tentang pajak: Beberapa lembaga fatwa terkemuka, seperti Al-Azhar dan
Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah memberikan fatwa yang menyatakan bahwa pajak modern
pada dasarnya halal, asalkan diterapkan dengan prinsip-prinsip keadilan dan digunakan untuk
kepentingan umum. Fatwa ini membuka jalan bagi penerimaan pajak Islami, karena menekankan
bahwa pajak bukan hanya kewajiban finansial, tetapi juga alat untuk menciptakan keadilan sosial
dan kesejahteraan umat. Dengan demikian, pajak yang dipungut secara proporsional sesuai
dengan kemampuan individu dan digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat seperti
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dapat dianggap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

d. Integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan public: Peluang untuk mengadopsi nilai-nilai Islam
dalam kebijakan publik dapat berkontribusi pada penciptaan sistem perpajakan yang lebih adil
dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus mendorong masyarakat untuk lebih aktif
dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Faradina, 2024).

5. KESIMPULAN

Syed M. Naquib Al-Attas melihat penerapan sistem pajak Islami sebagai peluang besar untuk
mewujudkan keadilan, redistribusi kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Ia mendukung integrasi
nilai-nilai Islam dalam kebijakan perpajakan guna menciptakan sistem yang adil dan sesuai dengan ajaran
syariah. Pandangannya terhadap Islamisasi pajak menekankan pentingnya menggantikan elemen sekuler
dalam sistem perpajakan dengan prinsip-prinsip syariah, agar pajak dapat menjadi alat untuk mencapai
keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem perpajakan bertujuan untuk menciptakan sistem yang
adil, transparan, dan mampu mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip
ini sangat penting agar pajak dapat berfungsi sebagai sarana mencapai tujuan sosial yang lebih besar dalam
konteks masyarakat Muslim.
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